
 

 
 
 

GUBERNUR JAMBI 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 
NOMOR  8  TAHUN  2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAMBI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan 
umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon 
anggaran sementara yang telah disepakati antara 
Pemerintah Daerah dengan DPRD; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Jambi Tahun Anggaran 2025; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

   
 
 
 
 
 
 



  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);  

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6807); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340);  

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);    

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847);  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525);    

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1560);  

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia           
Tahun 2017 Nomor 1067); 

 
 
 
 



 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1777); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31); 

   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

dan 

GUBERNUR JAMBI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI 
TAHUN ANGGARAN 2025. 

   

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 
pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 
bermotor. 
 
 
 
 



8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan 
atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 
PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan 
bermotor. 

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

11. Pembiayaan  Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

 

Pasal 2  

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.4.625.723.464.795,00 
berkurang sebesar Rp.118.438.220.270,00 sehingga menjadi 
Rp.4.507.285.244.525,00, dengan rincian sebagai berikut : 
 
a. Pendapatan Daerah 

1. semula            Rp.4.575.870.566.874,00 
2. berkurang       Rp.   133.115.400.281,00 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.4.442.755.166.593,00 

b. Belanja Daerah 
1. semula            Rp.4.625.723.464.795,00 
2. berkurang       Rp.   118.438.220.270,00 
Jumlah Belanja Daerah setelah  
perubahan                                                         Rp.4.507.285.244.525,00 

c. Pembiayaan daerah 
1. Penerimaan pembiayaan 

a) semula            Rp.   65.000.000.000,00 
b) berkurang       Rp.        322.819.989,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  
perubahan                                                      Rp.    64.677.180.011,00 

2. Pengeluaran pembiayaan 
a) semula            Rp.    15.147.102.079,00 
b) berkurang       Rp.    15.000.000.000,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan                                                       Rp.        147.102.079,00    
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan   Rp.   64.530.077.932,00 

    Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  
    perubahan                                                       Rp.            - 

 
Pasal 3  

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2        
huruf a, bersumber dari : 
a. Pendapatan asli daerah 

1. semula            Rp.2.074.503.864.666,00 
2. berkurang       Rp.   118.120.792.281,00 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah  
perubahan                                                         Rp.1.956.383.072.385,00 
 
 
 
 
 
 



b. Pendapatan transfer 
1. semula            Rp. 2.485.023.315.000,00 
2. berkurang       Rp.      16.394.608.000,00 
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahanRp.2.468.628.707.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
1. semula            Rp.      16.343.387.208,00 
2. bertambah       Rp.        1.400.000.000,00 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 
setelah perubahan                                             Rp.     17.743.387.208,00 
 

Pasal 4 
 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
bersumber dari: 
a. Pajak daerah; 

1. semula            Rp.1.707.181.456.300,00 
2. berkurang       Rp.   147.475.334.283,00 
Jumlah pajak daerah setelah perubahan    Rp. 1.559.706.122.017,00 

b. Retribusi daerah; 
1. semula            Rp.   206.117.628.465,00 
2. berkurang       Rp.       6.367.249.500,00 
Jumlah retribusi daerah setelah perubahanRp.   199.750.378.965,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
1. semula            Rp.   125.359.863.220,00 
2. berkurang       Rp.     83.663.735.643,00 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah   
yang dipisahkan setelah perubahan              Rp.    41.696.127.577,00 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 
1. semula            Rp.     35.844.916.681,00 
2. bertambah       Rp.   119.385.527.145,00 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 
setelah perubahan                                      Rp.    155.230.443.826,00 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
terdiri atas transfer pemerintah pusat: 
a. semula            Rp.2.485.023.315.000,00 
b. berkurang       Rp.     16.394.608.000,00 

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah 
perubahan                                                 Rp. 2.468.628.707.000,00 
 

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 3 huruf c, terdiri atas pendapatan hibah, yaitu: 
a. semula            Rp.     16.343.387.208,00 
b. bertambah      Rp.       1.400.000.000,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang sah setelah perubahan                     Rp.        17.743.387.208,00 

 
Pasal 5 

 
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 
terdiri atas; 
a. Belanja operasi; 

1. semula            Rp.3.216.408.027.902,88 
2. berkurang       Rp.   151.169.219.558,80 
Jumlah belanja operasi setelah perubahan      Rp.3.065.238.808.344,08 

b. Belanja modal; 
1. semula            Rp.   443.759.926.448,12 
2. bertambah      Rp.     41.684.647.279,80 
Jumlah belanja modal setelah Perubahan        Rp.  485.444.573.727,92 
 
 
 
 
 



 
 

c. Belanja tidak terduga; 
1. semula            Rp.    50.000.000.000,00 
2. berkurang       Rp.    45.762.047.991,00 
Jumlah belanja tidak terduga setelah  
perubahan                                                       Rp.       4.237.952.009,00 

d. Belanja transfer; 
1. semula            Rp.  915.555.510.444,00 
2. bertambah       Rp.    36.808.400.000,00 
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan     Rp.   952.363.910.444,00 
 

Pasal 6 
 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri 
atas; 
a. Belanja pegawai; 

1. semula            Rp.1.843.726.203.467,21 
2. berkurang       Rp.     29.727.051.865,02 
Jumlah belanja pegawai setelahPerubahan  Rp.1.813.999.151.602,19 

b. Belanja barang dan jasa; 
1. semula            Rp.1.265.718.584.283,67 
2. berkurang       Rp.   117.551.840.601,78 

    Jumlah belanja barang dan jasa setelah 
    perubahan                                                  Rp.1.148.166.743.681,89 
c. Belanja subsidi; 

1. semula            Rp.      2.236.004.000,00 
2. berkurang       Rp.            41.570.000,00   

    Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.       2.194.434.000,00 
d. Belanja hibah; 

1. semula            Rp.   103.777.236.152,00 
2. berkurang       Rp.       3.047.591.618,00 

       Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.   100.729.644.534,00 
e. Belanja bantuan sosial; 

1. semula            Rp.        950.000.000,00 
2. berkurang       Rp.        801.165.474,00 

    Jumlah belanja bantuan sosial setelah  
    perubahan                                                   Rp.         148.834.526,00 
 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri 
atas; 
a. Belanja modal tanah; 

1. semula            Rp.                - 
2. bertambah      Rp.    3.171.635.700,00 
Jumlah belanja modal tanah setelah  
perubahan                                                  Rp.       3.171.635.700,00 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
1. semula            Rp. 201.207.101.927,92 
2. bertambah      Rp.    16.098.863.684,00 
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  
setelah  perubahan                                     Rp.   217.305.965.611,92 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
1. semula            Rp. 109.849.934.819,20 
2. bertambah      Rp.    26.596.442.716,80 
Jumlah belanja gedung dan bangunan  
setelah perubahan                                      Rp.   136.446.377.536,00 
 
 
 
 
 
 
 



 
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 

1. semula            Rp.109.694.400.425,00 
2. berkurang       Rp.  10.320.794.318,00 
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan  
irigasi setelah perubahan                           Rp.      99.373.606.107,00 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; 
1. semula            Rp.  22.626.989.276,00 
2. bertambah       Rp.   6.139.999.497,00 
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya 
setelah perubahan                                     Rp.       28.766.988.773,00 

f. Belanja modal aset lainnya; 
1. semula            Rp.   381.500.000,00 
2. berkurang       Rp.       1.500.000,00 
Jumlah belanja modal aset lainnya 
setelah perubahan                                     Rp.            380.000.000,00 
 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, 
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu; 
a. semula            Rp.  50.000.000.000,00 
b. berkurang       Rp.  45.762.047.991,00 
Jumlah belanja tidak terduga setelah  
perubahan                                                     Rp.        4.237.952.009,00 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri 
atas; 
a. Belanja bagi hasil; 

1. semula            Rp.729.203.910.444,00 
2. bertambah      Rp.          - 
Jumlah belanja bagi hasil setelah  
perubahan                                                Rp.    729.203.910.444,00 

b. Belanja bantuan keuangan; 
1. semula            Rp.186.351.600.000,00 
2. bertambah       Rp. 36.808.400.000,00 
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah 
perubahan                                                Rp.    223.160.000.000,00 

 
Pasal 7 

 
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
terdiri atas; 
a. Penerimaan pembiayaan; 

1. semula            Rp.  65.000.000.000,00 
2. berkurang       Rp.       322.819.989,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  
perubahan                                                    Rp.      64.677.180.011,00 
 

b. Pengeluaran pembiayaan; 
1. semula            Rp. 15.147.102.079,00 
2. berkurang       Rp. 15.000.000.000,00  
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan                                                   Rp.            147.102.079,00 

Pasal 8 
 
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, 
yaitu; 
a. semula            Rp.  65.000.000.000,00 
b. berkurang       Rp.       322.819.989,00 

    Jumlah penerimaan pembiayaan  
    setelah perubahan                                     Rp.       64.677.180.011,00 
  
 
 



 
 
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b, terdiri atas pengeluaran pembiayaan, yaitu; 
a. semula            Rp. 15.147.102.079,00 
b. berkurang       Rp. 15.000.000.000,00 

    Jumlah pengeluaran pembiayaan  
    setelah perubahan                                     Rp.           147.102.079,00 

Pasal 9 
 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan 

Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya 
dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.  

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; 

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat. 

 

Pasal 10 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

2. Lampiran II     Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   

3. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara;    

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; 
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

APBD; 
 
 
 
 
 
 



 
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan 
Rancangan Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan 
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 

 
Pasal 11 

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 
 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi.  
 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal  4 November 2025 

GUBERNUR JAMBI, 

  
            
H. AL HARIS 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal  4 November 2025 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI 

 
      
H. SUDIRMAN 
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NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR : (9-200/2025) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Salinan sesuai dengan aslinya 
 Plt. Kepala Biro Hukum, 
 

         
 

       M. Ali Zaini, SH, MH 
       Pembina Utama Muda (IV/c) 
       NIP. 19730729 200012 1 002   
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